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Menimbang 

Mengingat 

~UPAU;SEMARANG 

PERA11JRAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 10 TAHUN .2010 

TENTANG 

PENGELOLAAN TANAH MIUK PEMERIITTAH DAERAH DI KELURAHAN 

BUPATI SEMARANG, 

: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan dan tertlb 
administrasi pengelolaan tanah millk Pemerintah Daerah di Kelurahan, 
maka perlu diatur Pengelolaannya; 

b. bahwa Peraturan Bupatl Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Tanah Milik Pemerlntah Daerah DI Kelurahan 
sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Bupatl Semarang Nomor 
35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Ta11ah Milik Pemerintah 
Daerah 01 Kelurahan sudah tldak sesual dengan perkembangan yang 
ada sehlngga perlu ditlnjau kemball; 

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka dlpandang perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Semarang tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah 
DI Kelurahan; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Proplnsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas- · 
batas Wilayah Kotapraja Salatlga Dan Daerah Swatantra Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1958 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Repl.lblik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembar:an Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pe_rbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara R~publik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ne.gara Republlk 
Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

6. Undang-Undang ... 



:r.: 
T 

1. 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomo.r 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republlk 
Indonesia Nomor 4400) ; . 

7. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah .beberapa kall diubah terakhlr dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Pertuasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3079); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun .1992 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tlngkat n· Salatiga dan Kabupaten Daerah 
Ttngkat II Semarang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

11. Peraturan Pemi~rintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4569); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2005 Nornor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4588); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

· Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2557) sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan 
Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

. 15. Peraturan ......... .. 



Menetapkan 

. 1s;Peraturan Menteri Dalam. Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalamana telah diubah 
,dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
'.~entang Perubahan Atas Peraturan Mentert Oalam Nege1i Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16 •. Peraturan Menterl Oalam .Negerl .Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

2006 Nomor 4 Sert E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan 
Kelurahan · (Lembaran Daerah .Kabupaten Semarang Tahun 2006 
Nomor 22 Seri D Nomor 7 , Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten 
Semarang Nomor 17); 

19.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Namer 1); 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

· Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tamb_ahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

21.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 
tentang OrganisaSJ Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15); 

22. Peraturan Bupatl Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Teknis . Pengelolaan Barang Millk Daerah Pemerintah Kabupaten 
Semarang (Serita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 

MEMUllJSKAN: 

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH MIUK 
PEMERINTAH DAERAH DI KELURAHAN . . 

BABI 

KETENTIJAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan lni yang dlmaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

2. Pernerintah Daerah ... 



2. Pemerlntahan oaerah· adatah penyelenggaraan urusan pemerintaha_n 
oleh Pemerlntah Daerah dan . Dewan Perwakllan Rakyat Daerah menu rut 
asas otonoml dan tugas pembantuan dengan prinslp otonomi seluas­
luasnya dalam sistem dan .prtnsip Negc1ra Kesatuan Republik Indon~a 
sebagaimana dlmaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1945. · 

3. Pemerintah oaerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah sebagal unsur 
penyelenggara pemerlntahan daerah. · 

4. Bupatl Semarang yang . selanj_utnya disebut Bupati adalah Kepala 
Daerah Kabupaten Semarang. · 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah lembaga perwakllan rakyat daerah sebagal unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

6. Sekretarls Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Semarang 
7. c.amat adalah unsur perangkat daer-ah sebagai kepala kecamatan di 

Kabupaten Semarang. 
8. Kecamatan adalah wllayah kerja Camat sebagal perangkat daerah yang 

ada di Kabupaten Semarang. , 
9. Lurah adalah unsur perangkat daerah sebagai Kepala Kelurahan di 

Kabupaten Semarang. 
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagal perangkat daerah 

Kabupaten dalam wilaya_h kerja l(ecamatan 
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja .Daerah Kabupaten 
Semarang atau berasal dafl perolehan latnnya yang sah. 

12. Tanah Mlllk Pemertntah Oaerah DI Kelurahan adalah tanah mllik 
Pemerintah Daerah yang berasal darl tanah eks bengkok perangkat 
desa, eks tanah bondo desa dan tanah · lalnnya sebagai aklbat 
perubahan status darl desa menjadl kelurahan. 

13. Pengelola Tanah Mllik Pemertntah Daerah Di Kelurahan adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang. 

14. Pengguna Tanah Milik Pemertntah Da.erah di Kelurahan adalah Lurah. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
d\bahas dan disetujul bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakllan Rakyat Daerah serta dltetapkan dengan Peraturan Daerah. 

16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang mlllk daerah berupa Tanah 
Milik Pemerintah Daerah DI Kelurahan yang tldak dlpergunakan sesual 
dengan tugas pokok dan fungsl satuan kerja perangkat daerah dalam 
bentuk lelang tahunan, sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan 
dan bangun serah guna / bangun guna serah dengan tidak mengubah 
status kepemilikan. 

17. Lelang Tahunan adalah sistem penawaran penggarapan Tanah Milik 
Pemerintah Daerah DI Kelurahan di hadapan orang banyak dengan 
harga lelang yang tertinggl, sebagal pemenang lelang berhak 
mengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun · 

18. Sewa adalah pemanfaatan barang millk daerah berupa Tanah Milik 
Pemerintah Daerah Di Kelurahan oleh plhak lain dalam jangka waktu 
tertentu dan menerima lmbalan uang tunai. 

19. Pinjam Pakal ........... . 



19. Pinjam Pakal adalah penyerahan penggunaan barang milik daerah 
berupa Tanah Mlllk Pemerlntah Daerah DI Kelurahan antara Pemerlntah 
Daerah dengan pemerlntah pusat, dan antar Pemerlntah Daerah dalam 

· jcmgka waktu tertentu tan pa menerima lmbalan dan setelah jangka 
waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola tanah 
milik Pemerintah Daerah di Kelurahan. 

20. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang m\llk daerah 
berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah DI Kelurahan oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka penlngkatan pendapatan 
daerah dan sumber pe~blayaan lalnnya. 

21. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa 
Tanah Milik Pemerintah Daerah DI Kelurahan oleh pihak lain dengan 
cara mendlrikan bangunan dan / atau sarana berikut fasllitasnya 
kemudian didayagunakan oteh pihak lain tersebut dalam jangka waktu 
tertentu yang telah disepakatl, untuk selanjutnya dlserahkan kembali 
tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah 
berakhirnya jangka waktu. · 

22. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa 
Tanah Milik Pemerintah Daerah DI Kelurahan oleh pihak lain dengan 
cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan 
setelah selesal pembangunannya dtserahkan oleh plhak lain tersebut, 
dalam jangka waktu tertentu yang dlsepakatl untuk dldayagunakan 

23. Pemindahtanganan adalah pengallhan kepemilikan barang milik daerah 
berupa Tanah Milik Pemerlntah Daerah Di Kelurahan dengan cara dijual 
atau dipertukarkan sebagal modal pemerintah daerah. 

24. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah berupa 
Tanah Milik Pemerintah Daerah DI Kelurahan kepada pihak lain dengan 
menerima penggantian dalam bentuk uang. 

25. Tukar-Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 
berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan antara pemerintah 
daerah dengan pemerintah pusat., antar pemerintah daerah, atau 
cfengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk 
barang, sekurang-kurangnya dengan nllai yang seimbang. 

26. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk 
memberikan sliatu standar nilal atas suatu obyek penilaian pada saat 
tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah berupa Tanah 
Milik Pemerintah Daearah di Kelurahan. 

Pasal 2 

Tanah Milik Pemerlntah Daerah di Kelurahan meliputi : 
3. tanah sawah dan / atau tegalan, berupa lahan pertanian yang berasal 

dari tanah eks bengkok perangkat desa dan tanah eks bondo desa ; 
b. tanah yang dlgunakan untuk lapangan di kelurahan; 
c. tanah untuk makam, pemandian umum dan lain lain di kelurahan; 

d. tanah yan_g digunakan untuk lokasl kantor pemerintah kelurahan, 
lembaga kelurahan dan bangunan lainnya yang dikelola pemerintah 
kelurahan. 

BAB II •••.•... , .. , ....... . 



BAB II 

ASAS PENGELOLAAN TANAH MIUK PEMERINTAH DAERAH DI KELURAHAN 

Pasal 3 

Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah · Daerah Di Kelurahan dilaksanak.an 
berdasarkan asas fungslonal, kepastlan hukum1 transc,aransl, eflsiensl, 
akuntabllitas dan kepastlan nllal. 

BAB III 

PRINSIP PENGELOLAAN TANAH 

Pasal4 

Prinsip Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan meliputi : 
a. c,emanfaatan; 
b. pengamanan dan pemellharaan; 
c. penHaian; 
d. alih fungsi ; 
e. pemlndahtanganan; 
f. penatausahaan; · 
g. pengawasan dan pengendalian. 

BAB'N 
PEMANFAATAN 

PasalS 
( 1 ) Pemanfaatan Tanah .iik Pemerlntah Daerah di Kelurahan dilaksanakan . i 

oleh Pemerlntah Kelurahan. 
( 2 ) Dalam perencanaan, .pelaksanaan dan .pemanfaatan Tanah Millk 

Pemerlntah Daerah di Kelurahan sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
melibatkan masyarakat Kelurahan setempat. 

Pasal6 
Bentuk-bentuk pemanfaatan Tanah Millk Pemerlntah Daerah di Kelurahan 
berupa: 
a. lelang tahunan; 
b. sewa; 
c. pinjam pakal; 
d. kerjasama pemanfaatan; 
e. bangun guna serah dan bangun serah guna. 

BABV 

TATA CARA PEMANFMTAN 

Baglan Kesatu 

Lelang Tahunan 

Pasal7 

Tata cara pelaksanaan Letang Tahunan, mellputi : 
a. sebelum pelaksanaan Letang· Tahunan, dilakukan pengumurnan secara 

terbuka kepada masyarakat luas di daerah; 

b. pengumuman ....... 



b. pengumuman · sebagalmana dimaksud pada huruf a mellputi jadwal, 
waktu, jam dan tempat · pelaksanaan lelang se1ta disebarluaskan di 
kantor-kantor Kelurahan dan ditempel di papan pengumuman Kelurallan 
dan / atau dildrim ke .Kehm .RW dl Kelurahan setempat oleh Lurah; 

c. lelang dilakukan dengan sistem lelang terbuka; 

d. harga dasar lelang tahunan atas tanah mllik Pememrintah Daerah di 
Kelurahan berdasarkan pertlmbangan lndeks tlngkat kesuburan tanah 
dan/atau harga nllal lelang tahun lalu dltambah dengan pertlmbangan · 
nilal jual hasil pertanlan;-

e. bahwa penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud huruf. d di 
lakukan oleh lim Pengendall Lelang Tahunan atas Tanah Milik 
Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang; 

f. pemenang lelang dltetapkan berdasarkan hasll penawaran tertlnggi dari 
para peserta lelang atas bldang-bldang Tanah Milik Pemerintah Daerah 
di Kelurahan yang dilakukan pelelangan ; 

g. lelang tahunan at.as Tanah Mtlik Pemerlntah Daerah di Kelurahan yang 
berupa tanah pertanlan balk tanah sawah dan / at.au tanah kering 
dllaksanakan di Kelurahan setempat ; 

. h. sistem pelaksanaan lelang\dilaksanakan berdasarlcan muslm tanam yaitu 
dimulai bulan April sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya ; 

i. bagi pemenang lelang tahun yang lalu, paling lambat pada tanggal 31 
Maret lahan harus sudah dalam .keadaan kosong atau tidak ada tanaman 
sehlngga pemenang · lelang tahun berikutnya dapat langsung 
. menggarap. 

Pasal 8 

Syarat peserta lelang tahunan atas Tanah Mllik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan mellputi : 

a. warga masyarakat Kabupaten Semarang dan memiliki Kartu Tanda 
Penduduk; -

b. hadir pada saat pelaksanaan lelang ; 

c. membayar uang pendaft:aran lelang; 

d. . mentaati segala peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia 
lelang serta mengikutl pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak 

· mengganggu ketertiban u'mum. 

Pasal 9 
Hak dan Kewajiban Pemenang letang adalah : 

a. pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang Tanan 
Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan selama 1 ( satu ) tahun; 

b. pemenang lelang berkewajiban . . 

1. Membayar paling sedikit 30 % ( tiga puluh persen ) dari besamya 
nilai lelang yang telah ditetapkan. 

2. Membayar titipan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 
atas obyek bidang tanah yang telah dilelang untuk tahun anggaran 
berjalan. 

3. Paling lainbat ....... 



3. Paling lambat dalam waktu 3 ( tiga ) bulan sejak ditetapkan 
sebagal pemenang, harus melunasl kekurangan pembayaran lelang 
dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melunasi maka 
pemenang lelang dinyat:akan batal dan obyek tetang akan dile\ang 
kernbali. 

4. Menandatanganl Berl.ta ' · Acara Perjanjian Lelang ·dan Surat 
Pernyataan tldak akan menuntut gantl 11Jgl dalam bentuk apapun 
apablla statusnya sebagal pemenang lelang dlcabut karena tldak 
melunasl pembayaran.'dalam jangka wakU.J yang telah ditentukan. 

Pasal 10 

lArangan bagi pemenang lelang : 
a. memlndahtangankan perigelolaan obyek tanah yang telah dilelang 

kepada plhak lain dengan alasan apapun; 
b. merubah penggunaan tanah darl pertanlan ke non pertanlan ; 
c. merubah luasan ,tanah yang digarap ; 

d. melanggar kesepakatan Isl Surat Perjanjian. 

Pasal 11 

Dalam rangka pe\aksanaan dan pengawasn lelang tahunan atas Tanah Millk 
Pemerlntah Daerah di Kelurahan dlbentuk Tim Pengendall Lelang Tanan Millk 
Pemerintah Daerah dl Kelurah~n Se Kabupaten Semarang, lim Pengawas 
Lelang tingkat Kec.amatan dan 1im Pelaksana Lelang tingkat Keluratmn. 

· ·sagian Kedua 

Sewa 

Pasal 12 

( 1 ) Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dapat disewakan kepada 
Pihak lain sepaniang menguntungkan Pemer!ntah Daerah dan / atau 
Kelurahan setempat. 

( 2 ) Penyewaan tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) dllaksanakan setelah mendapat persetujuan 
dari Bupati. 

( 3) Penyewaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh pengelola tanah milik 
Pemerintah Daerah di Kelurahan dengan mengikutsertakan Pemerintah 
Kelurahan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

Pasal 13 
( 1 ) Jangka waktu penyewaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(1) paling lama 5 (llma) tahun dan dapat diperpanjang. 

( 2 ) Penetapan besaran tarlf sewa tanah mllik Pemerlntah Daerah di 
Kelurahan dilakukan oleh Bupati. 

Pasal 14 

( 1 ) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, · 
yang sekurang-kurangnya memuat : 

a. pihak-pihak ..... 



a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 

b. jenis, luas tanah, besaran sewa dan jangka waktu; 

c. tanggungjawab penyewa atas btaya operaslonal dan pemeliharaan 
selama jangka waktu penyewaan; 

d. persyaratan laln yang dlanggap pertu. 

( 2) Segala biaya yang timbut ··sebagal aklbat dilaksanakannya Sewa atas 
Tanah Milik Pemerlntah Oaerah di Kelurahan sebagalmana dlmaksud 
dalam Pasal 12 ayat { 1 ) dlbebankan ·pada pemohon sewa. 

Pasal 15 

Tata cara penyewaan sebagatmana dlmaksud dalarn Pasal 12 ayat ( 1 ) 
adalah sebagal berikut : 

a. pemohon mengajukan pennohonan penyewaan kepada Pengelola t:anah 
milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam ha! lnl Sekretaris Daerah 
Kabupaten Semarang; 

b. Sekretarls Daerah memerlntahkan 11m Kabupaten atas keglatan Sewa, 
Pinjam Pakai, Kerjasama Pemarifaat.an, Bangun Guna Serah dan Bangun 
Serah Guna Tanah Millk · Pemerintah Daerah DI Kelurahan lingkat 
Kabupaten Semarang ·untuk membahas dan mengkaji permohonan 
sewa dimaksud; 

I 

c. lim Kabupaten sebagaii:nana huruf b dlatas, meneliti dan mengkaji 
alasan dan pertlmbangan penn,ohonan sewa tersebut dari aspek teknls, 
ekonomis dan yuri~ls, 

d. hasil pengkajian dan 1 .:rnbahasan Tlm Kabupaten dituangkan dalam 
Berlta Acara yang selanjutnya dllaporkan kepada Sekretarls Daerah 
selaku Pengelola tanah mlllk Pemerlntah Daerah di Kelurahan; · 

e. setelah mempertlmbangkan kajtan dan masukan darl Tim Kabupaten, 
Sekretaris Daerah memohon rekomendasl persetujuan darl Bupati; 

f. penyewaan tanah mlllk Pemerlntah Daerah di Kelurahan dilakukan oleh 
Pengelola tanah mllik Pemerintah Daerah di Kelurahan setelah 
mendapat persetujuan dart Bupatl, · 

Pasal 16 

Syarat penyewa adalah : 

a. badan hukum atau perseorangan yang berdomisili di Kabupaten 
Semarang; 

b. mengajukan permohonan tertulls yang dlsertal dengan proposal; 
c. sanggup menanggung seluruh blaya yang timbul atas permohonan 

sewa tersebut; 

ct. sanggup mematuhl ketentuan yang berlaku. 

Pasal 17 

Hak dan Kewajiban penyewa adalah : 

a. penyewa berhak mengelola, menggarap dan memanfaatkan atas bldang 
t.anah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang dlsewa sesual dengan 
perjanjian; 

b. penyewa berkewajiban ·: 

1. Membayar .......... 



1. Membayar biaya sewa atas tanah milik Pemerintah Daerah , di 
Kelurahan. 

2. Membayar Pajak Burnt dan Bangunan (PBB) atas obyek bidang 
tanah disewa selama jangka waktu penyewaan. 

3. Menyerahkan kemball tanah mlllk Pemerlntah Daerah di Kelurat,an 
kepada Pemerintah . Kabupaten Semarang apablla habls masa 
sewanya, sesual dengan kondlsl semula. 

4. Menandatanganl Berlta Acara Perjanjlan Sewa dan Surat 
Pernyataan tidak akan menuntut gantl rugi dalam bentuk apapun 
apabila status sebagai penyewa dicabut karena tldak mentaati 
ketentuan yang ada. 

Pasal 18 

Penyewa tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilarang : 
a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang disewa kepada 

pihak lain dengan alasan apapun; 
b. merubah peruntukkan dan penggunaan tanah; 
c. merubah luasan tanah yang dlsewa; 
d. melanggar kesepakatan Isl Surat Perjanjian; dan 

e. sanggup mematuhl ketentuan yang berlaku. 

Bagian Ketlga 

Pinjam Pakai 

Pasal 19 

( l ) Pinjam pakai tanah .Millk Pernertntah Daerah Di Kelurahan dapat 
dilaksanakan antara Pemerlntah Daerah dengan Pemerintah Pusat, 
antar Pemerlntah Daerah, ·Pemerintah Desa atau antara internal Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. 

( 2 ) Pinjam Pakal tanah rnilik Pemerintah Daerah di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 

( 3 ) Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) dllaksanakan oleh pengelola tanah milik 
Pemerintah Daerah di Kelurahan dengan menglkutsertakan Pemerintah 
Kelurahan sesual dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pasal 20 
Tata cara Pinjam Paka1 meliputi 

a. pemohon mengajukan pennohonan Pinjam Pakai kepada Pengelola 
tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal. ini Sekretaris 
Daerah Kabupaten Semarang; 

b. Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Kabupaten atas kegiatan Sewa, 
Pinjam Pakal, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun 
Serah Guna Tanah Milik Pemerlntah Daerah Di Kelurahan di llngkat 
Kabupateff Semarang untuk membahas dan mengkaji perrnohonan 
Pinjam Pakai dimaksud; 

c. Tim Kabupaten sebagaimana huruf b dlatas, menelltJ dan mengkaji 
alasan dan pertimbangan pennohonan Pinjam Pakai tersebut dari aspek 
teknis1 ekonomis dan yuridis; 

d. hasil .................. . 
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d. hasil pengkajian dan pembahasan Tim Kabupaten dituangkan dalam 
Serita Acara selanjutnya dllaporkan kepada Sekretarls Daerah selaku 
Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan; 

e. setelah mempertlmbangkan kajlan dan masukan dart llm Kabupaten, 
Sekretaris Daerah memohon rekomendasi persetujuan dari Bupati; 

f. pelaksanaan. Pinjam Pakai tanan rnilik Pemerintah Daerah di Kelurahan 
dilakukan oleh Pengelola tanah mlllk Pemerlntah Daerah di Kelurahan 
setelah mendapat persetujuan dari Bupati. 

Pasal 21 

( 1 ) Jangka waktu pinjam pakai Tanah Millk Pemerintah Daerah Di Kelurahan · 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1 ) paling lama 2 ( dua ) 
tahun dan dapat diperpanjang. 

( 2 ) Pinjam Pakal dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat : · 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. jenis, luas atau jumlah tanah yang dipinjampakaikan dan jangka 

waktu: 
c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional · dan pemeliharaan 

selama jangka waktu pemlnjaman; 
d. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

( 3 ) Segala biaya yang tlmbul sebagal aklbat dllaksanakannya Pinjam Pakal 
atas tanah milik Pemerintah Daer<3h di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud Pasal 19 ayat ( 1 ) dlbebankan pada pemohon plnjam pakai. 

Pasal 22 

Hak dan Kewajiban Peminjam Pakai adalah : 

a. peminjam Pakal : berhak memanfaatkan atas bidang tanah milik 
Pemerintah Daerah di Kelurahan yang di Pinjam Pakai sesuai dengan 
perjanjian; · 

b. Peminjam Pakai berkewajiban : 

1. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek bidang 
tanah yang di Plnjam Pakal selama jangka waktu Plnjam Pakal. 

2. Menyerahkan kemball tanah mlllk Pemerlntah Daerah di Kelurahan 
kepada Pemerlntah Kabupaten semarang apabila habis masa 
Pinjam Pakai, sesual dengan kondlsl semula. 

3. Menandatangani Serita Acara Perjanjlan Pinjam Pakai dan Surat 
Pernyataan tidak akan menuntut gantl rugi dalam bentuk apapun 
apabila status sebagal Pemlnjam Pakal dlcabut karena tldak 
mentaatl ketentuan yang ada. 

Pasat 23 

Peminjam Pakai tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilarang : 
a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang dipinjam pakai 

kepada pihak lain dengan alasan apapun; 

b. merubah peruntukkan dan penggunaan 1:anah; 
c. merubah luasan tanah yang disewa; 

d. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian. 
Bagian Keempat ........ 
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Bagian Keempat 

Kerjasama Pemanfaatan 

Pasal 24 

Kerjasama pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah · Di Kelurahan 
dengan· pihaklaln dilaksanakan dalam rangka : 

a. mengoptiri1alkan daya guna dan hasll guna Tanah Mlllk. Pemerlntah 
Daerah DI Kelurahan; · · 

b. meningkatkan pendapatan Pemerinrnh Daerah dan / atau Kelurahan 
setempat. 

Pasal 25 

( 1 ) Kerjasama pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah DI Kelurahan 
dapat dilaksanakan apablla tldak tersedia atau tldak cukup tersedia 
dana dalam APBD untuk memenuhl biaya operaslonal atau 
pemeliharaan atau perbalkan yang diperlukan terhadap tanah milik 
Pemerintah Daerah di Kelurahan dlmaksud; 

( 2 ) Kerjasama perranfaatan Tanah Mlllk Pemenntah Daerah DI Keturahan 
sebagaimana dlmaksud pada · ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh pengelola 
barang dengan menglkutsertakan Pemerintah Kelurahan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya. 

Pasal26 

Tata cara Kerjasama pemanfaatan 

a. pemohon mengajukan permohonan Kerjasama Pemanfaatan kepada 
Pengelola tanah mililc Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal ini · 
Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang; 

b. Sekretaris Daerah memerlntahkan Tim Kabupaten at.as kegiatan Sewa, 
Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun 
Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah D1 Kelurahan 1ingkat 
Kabupaten Semarang untuk membahas dan mengkaji 
permohonanKerjasama Per:nanfaatan dimaksud; 

c. llm Kabupaten sebagalmana tersebut huruf b dlatas, rnenelltJ dan 
menokajl alasan dan pertlmbangan permohonan Kerjasama 

. Pemanfaatan tersebut dart aspek teknis, ekonotnls dan yurldls; 

d. hasil pengkajian dan pembahasan 11m .Kabupaten dituangkan daiam 
Serita Acara dan selanjutnya dilaporkan kepacta Sekretaris · Daerah 
selaku Pengelola tanah mllik Pemerint.ah Daerah di Kelurahan; . 

e. setelah mempertlmbangkan kajlan dan masLikan darl Tim Kabupaten, 
Sekretaris Daerah merriohon rekomendasl persetujuan dari Bupati; 

f. pelaksanaan Kerjasarna Pemanfaatan tan ah milik Pemerintah Dae rah di 
Kelurahan dilakukan oleh Pengelola tanah rnilik Pemerintah Daerah di 
Ke\urahan setelah mendapat persetujuan dari Bupati. 

Pasal 27 · 

Syarat pemohon Kerjasama Pemanfaatan 

perseorangan atau Sadan Hul<um; a. 
b. sanggup menanggung semua biaya yang diaklbatkan dari kegiata, 

kerjasama pemanfaatan tanah rnilik Pemerintah Daerah di Keluraha 
tersebut; 

c. mernatuhi ........ . 
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c. mematuhi ketentuan yang berlaku. 

Pasal 28 

. Hak dan Kewajlban Mitra Kerjasama Pemanfaatan adalah : 
a. Mitra Kerjasarna Pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bldang tanah 

milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang dilakukan Kerjasama 
Pemanfaatan sesuai dengan ·perjanjlan; 

b. Mitra Kerjasama Pemanfaatan berkewajlban : 
1. Membayar konstribust tetap ke rekenlng kas umum daerah setiap 

tahun selama jangka waktu pengoperaslan yang telah ditetapkan 
dan pembagian-keuntungan hasll Kerjasama Pemanfaatan. 

2. Membayar Pajak Burrit dan Bangunan (PBB) atas obyek bldang 
tanah yang dlmohon Kerjasama Pemanfaatan selama jangka waktu 
Kerjasama Pemanfaatan: berlaku. 

3. Menyerahkan kemball tanah mlllk Pemerlnt.ah Daerah di Kelurahan 
kepada Pemerlntah Daerah setelah jangka waktu · kerjasama 
pemanfaatan berakhlr, sesuat dengan kondlsl semula. 

4. Menandatanganl Berlta Acara Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan 
dan Surat Pernyataan tldak akan menuntut ganti rugi dalam 
bentuk apapun apablla status sebagal Mitra Kerjasama 
Pemanfaatan dicabut lcarena tldak mentaati ketentuan yang ada. 

Pasal 29 

Mitra Kerjasama Pernanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 
dilarang : 
a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang dilakukan 

Kerjasama Pemanfaatan kepada pihak lain, tanpa seljin Pemerintah 
Kabupaten Semarang; 

b. merubah penmtukan dan penggunaan tanah, sehlngga tldak sesual 
dengan perjanjlan dan Surat Persetujuan Bupati; . 

c. merubah luasan tanah atas obyek tanah yang dikerjasarna 
pemanfaatan; 

d. menjamlnkan atau menggadalkan tanah millk Pemerlntah Daerall di 
Kelurahan yang menjadi obyek Kerjasarna pemanfaatan; 

e. melanggar kesepakatan Isl Surat Perjanjian. 

Pasal30 

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh tahun) 
sejak perjanjian ditandatanganl dan dapat diperpanjang. 

Pasal 31 

Segala biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama 
pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada APBD. 

Baglan Kelima 

Bangun Guna Serah dan ·sangun Serah Guna 

Pasal 32 

C 1 1 Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tanah milik Pemerint:ah 
Daerah di Kelurahan dapat dllaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. pengguna ..... 
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a. pengguna tanah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 
penyelenggaraan pemerlntahan · untuk kepentingan pelayanan 
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsl; dan 

b. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan 
fasilitas dimaksud. · 

( 2 ) Bangun Guria Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Millk Pemerlntah 
Daerah DI Kelurahan sebagalmana dimaksud pada ayat · ( 1 ) 
dilaksanakan oleh pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan dalam hal lni Sekretaris Daerah. 

( 3 ) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah 
· Daerah DI Kelurahansebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

dilaksanakan setelah rriendapat persetujuan Bupati. 

( 4 ) Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah Tanah Milik Pemerintah 
Daerah Di Kelurahan sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan 

· Pemerintah Kelurahan sesual dengan tuQas pokok dan fungsinya. 

, Pasal 33 

( 1 ) Tata cara Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 
a. pemohon mengajukan permohonan Bangun Guna Serah at.au 

Bangun Serah Guna kepada Pengelola tanah milik Pemerintah 
Kabupaten di Kelurahan dalam hal inl Sekretaris Daerah Kabupaten 
Semarang; 

b. Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Kabupaten atas kegiatan 
Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah 
dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah DI 
Kelurahan llngkat Kabupaten Semarang untuk membahas dan 
mengkaji pennohonan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah 
Guna dimaksud; 

c. Tim Kabupaten sebagalmana tersebut huruf b diatas, meneliti dan 
mengkaji , alasan dan pertimbangan permohonan Bangun Gun a 
Serah atau Bangun Serah Guna tersebut dari aspek teknis, 
ekonomis dan yurldls; 

d. hasil pengkajlan dan pembahasan lim Kabupaten dituangkan 
dalam Serita Acara dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretarfs 
Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan; · 

e. setelah mempertimbangkan kajian dan masukan dari 1im 
Kabupaten, Sekretaris Daerah memohon rekomendasi persetujuan 
dari Bupati; 

f. pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna tanah 
milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilakukan oleh Pengelola 
tanah milik Pemerlntah Daerah di Kelurahan setelah mendapat 
persetujuan dart Bupati. · 

( 2) Syarat Pemohon Banoun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 
a. Badan Hukum atau Perseorancan ya_ng berdomisili di Daerah; . 
b. mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan proposal; 

c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul sebagal akibat dari 
peITTlohonan dan . proses Bangun Guna Serah dan Bangun Serah 
Guna tersebut; · 

d. sanggup ........ 
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d. sanggup mematuhi ketentuan yang berlaku 

Pasal ·34 

Penetapan status penggunaan tanah Millk Pemerintah · Daerah Di Kelurahan 
sebagal hasll darl pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah guna 
dllaksanakan oleh Bupatl dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsl satuan kerja pcrangkat daerah terkait. 

Pasal 35 

( 1 ) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 
30 ( tiga puluh ) tahun·se1ak perjanjlan ditandatanganl. . 

( 2 ) Datam jangka waktu pengoperaslan, sebaglan tanah mlllk Pemerlntah 
Daerah di Kelurahan hasll Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna 
harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok 
dan fungsl pemerlntah, 

( 3 ) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan 
Surat Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : 

a. plhak-pthak yang terkalt datam perjanjlan; 
b. obyek bangun guna serah dan bangun serah guna; 

c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah g_una; 
d. hak dan kewajiban para plhak yang terlkat dalam perjanjian; 
e. persyaratan lain yang dlanggap perf u. 

( 4 ) Ijln mendlrikan bangunan hasll bangun guna serah dan bangun serah 
guna harus diatasnamakan Pemerlntah Daerah. 

( 5 ) Semua biaya berkenaan dengah persiapan dan pelaksanaan bangun 
guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada APBD. 

Pasal 36 

( 1 ) Mitra Bangun Guna Serah tanah millk Peme1intah Daerah di Kelurahan 
harus menyerahkan obyek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada 
akhlr jangka waktu pengoperaslan, setelah dilakukan audit oleh aparat 
fungsional pemerintah daerah. 

C 2 ) Bangun Serah . Guna tanah mllik Pemerintah Daer~h di Kelurahan 
dilaksanakan den_gan ketentuan sebagai berikut : 

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan obyek Bangun Serah 
Guna kepada Bupatl segera setelah selesal pernbangunan; 

b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunak.an tanah milik 
Pemerlntah Daerah di Kelurahan sesual jangka waktu yang 
ditetapkan dalam surat perjanjlan; 

c. setelah jangka waktu pendayaguntian berakhir, obyek Bangun Serah 
Guna terlebih dahulu dlaudit oleh aparat fungsional Pemerintah 
Daerah sebelum penggunaannya dltetapkan oleh Bupati. 

Pasat 37 

Hak dan Kewajiban mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna : 

a. Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna berhak 
memanfaatkan atas bldang tanah mllik Pemerintah Daerah di Kelurahan 
yang dijadikan obyek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 
sesuai perjanjian; 

b. Mitra ............ .. . 



b. Mitra Bangun Guna Serah dan/atau Mitra Bangun Serah Guna harus 
memenuhl kewajlban sebagal berlkut : 
1. Membayar konstrlbusl ke rekenlng kas umum daerah Kabupaten 

Semarang setlap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan 
hasll perhltungan tlm yang dlbentuk oleh pejabat yang berwenang. 

2. Memellhara obyek Bangun Guna Serah dan Bangun ·Serah Guna. 
3. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) atas bidang tanah 

yang dlsewa selama jangka waktu penyewaan. 
4. Menandatanganl Serita Acara Perjanjlan Bangun Guna Serah atau 

Bangun Serah Guna dan Surat Pernyataan tldak akan menuntut 
ganti rugl dalam bentuk apapun apablla status sebagal Mitra Banqun 
Guna Serah dan Bangun Serah Guna dicabut karena 1:idak mentaati 
ketentuan yang ada atas pelaksanaan Bangun Guna Serah dan 
Bangun Serah Guna sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 32. 

Pasal 38 

Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah 
Daerah di Kelurahan dilarang : 
a. menjamln, menggadalkan atau memlndahtangankan obyek Bangun Guna 

Serah dan Bangun Serah Guna kepada pihak lain; 

b. merubah penggunaan tanah sesual perjanjlan dan· Surat Persetujuan 
Bupati; 

c. merubah luasan tanah; 

d. melanggar lsi Surat Perjanjlan; 

BAB VI 

SUSUNAN DAN 11JGAS TIM PEMANFMTAN TANAH MILIK 
PEMERINTAH DAERAH DI KELURAHAN 

Baglan . Kesatu 

Letang Tahunan 

Pasal 39 

( 1 ) Susunan Tim Pengendall L.elang Tahunan atas Tanah Mlllk Pemerintah 
Daerah di Keturahan Se Kabupaten Semarang sebagalmana dlmaksud 
Pasal 11, terdlrl darl : 
a. Sekretarls Daerah Kabupaten Semarang 

b. Asisten Pemerlntahan Sekretarls Daerah 
Kabupaten Semarang 

: Penanggungjawab 

: Ketua 

c. Kepala Baglan Tata Pemerlntahan Sekretariat - · : WakH Ketua 
Daerah Kabupaten Semarang 

d. Kepala Subbaglan Pertanahan pada Bagian Tata : Sekretaris 
PemerJntahan Sekretarlat Daerah Kabupaten 
Semarang 

e. Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, : Anggota 
Perkebunan . dan Kehut.anan Kabupaten Semarang 

f. Kepala Subbagian ....... 
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f. Kepala Subbaglan Bantuan Hukum pad a Bagi an : Anggota 
• Hukum · Sekretariat ,Daerah Kabupaten Semarang 

g. Kepala Subbaglan Inventaiisasl dan Evaluasl pada : Anggota 
Baglan Pengelolaan Batan·g ·•. Daerah Sekretarlat 
Daerah Kabupaten Semarang· 

h. Kepala Seksl Pendaftaran dan Penetapan pada : Anggota 
Dlnas Pendapatan.dan f>engelolaan Keuangan • 
Daerah Kabupaten Semarang 

I. Staf Baglan Tata P~mertntahan Sekretariat Daerah: Anggota 
Kabupaten Semarang. 

( 2 ) Susunan lim sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupatl. 

( 3 ) Tugas Tim Pengendali Letang sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) 
adalah: 

a. mempersiapkan, merencanakan dan mempersiapkan petunjuk 
pelaksanaan lelang tahunan Tanah Milik Pemerlntah Daerah di 
Ke:lurahan; 

b. melakukan pengendallan, pengawasan dan pembinaan terhadap 
pelaksanaan tugas yang dllakukan oleh 1im Pengawas dan Tim 
Pelaksana Lelang; 

c. menetapkan harga dasar lelang tahunan Tanah Mllik Pemerlntah 
Daerah di Keturahan se Kabupaten Semarang; 

d. menetapkan hasll lelang Tanah Mlllk Pemerintah Daerah di 
Kelurahan se Kabupaten Seamarang; 

e. melaporl<an hasll pelaksanaan tugas kepada Bupatl 

Pasal 40 

( 1 ) Susunan Tim Pengawas Lelang tingkat Kecamatan sebagairnana 
dlmaksud dalam Pasal 11 terdirl darl : 
a. camat 
b. Sekretarls camat 

: Penangungjawab 
: Keh@ 

c. Kepala Seksl Tata Pemerlntahan pada Kecamatan : Sekretarls 
d. Mantrl Tani atau Petugas Pelaksana Teknls Kecamatan : Anggota 
e. Staf Kecamatan : Anggota 

( 2 ) Susunan 11m seba_galmana dlmaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan 
Keputusan Camat. 

( 3 ) Tugas 1im Pengawas Letang 1ingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ) adalah : . 

a. melaksanakan pengawasan keglatan lnvent.arlsasl Tanah .Mmk 
Pemerintah Daerah di Kelurahan diwilayahnya yang menjadl obyek 
lelang tahunan dan melaporkan kepada Tim Pengendali lelang 
Kabupaten; 

b. Mengadakan •••• 



b. mengadakan pengawasan dan pemantauan kegiatan sosialisasi 
lelang; 

c. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan lelang sesual 
dengan ketentuan yang berlaku; 

d. melaporkan h,asll pengawasan pelaksanaan lelang tahunan at.as 
Tanah M11lk Pemerintah Daerah di Kelurahan kepada Tim PengendaH 
Letang Kabupaten; 

e. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan 
penarikan setoran darl pemenang lelang; 

f. melakukan pengawasan penyetoran hasll lelang kepada Kas Umum 
Daerah Kabu~aten Semarang; 

g. membantu Tim Pelaksana Kelurahan dem~ kelancaran pelaksanaan 
lelang. 

( 4 ) Dalam melaksanakan · tugasnya, Tlm Pengawas Letang 11ngkat 
Kecamatan sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1 ) bertanggungjawab 
kepada lim Pengendall Lelang Kabupaten. 

Pasal 41 

( 1 ) Susunan 11m Pelaksana Lelang tingkat Kelurahan sebagaimana 
dlmaksud dalam Pasal 11, terdlrl darl : 
a. Lurah : Penangungjawab 
b. Sekretarls Kelurahan : Ketua 
c. Kepala Seksl Tata Pemerlntahan pada Kelurahan : Sekretaris 
d. Kepala Seksl Kelurahan : Anggota 
e. Staf Kelurahan : Anggota 

f. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : Anggota 

( 2 ) Susunan lim sebagalmana dimaksud pada ayat ( l ) ditetapkan dengan 
. Keputusan Lurah. 

( 3) Tugas lim Pelaksana Letang 1ingkat Kelurahan sebagaJmana dimaksud 
pada ayat ( 1) adalah : 

a. mengadakan inventarisasi Tanah Milik · Pemerintah Daerah di 
Kelurahan dlwilayahnya yang menjadl obyek lelang tahunan dan 
melaporkan kepada llm Pengendali dan lim Pengawas; 

b. mengadakan soslallsasl dan pelaksanaan lelang; 
c. melaksanakan lelang sesual dengan ketentuan yang berlaku; 
d. melaporkan hasll pelaksanaan lelang tahunan atas Tanah Mllik 

Pemerlntah Daerah di Kelurahan kepada Tim Peng~ndali dan Tim 
Pengawas; 

e. melak.ukan penarlkan setnran darl pemenang lelang; 
f. melakukan penyetoran hasll lelang ke Kas Umum Daerah 

Kabupaten Semarang; 

g. melaksanakan tugas - tugas lain yang berkaltan dengan 
pelaksanaan lelang Tanah Milik Pemerintah Daerah di KeJurahan. 

( 4). Dalan1 ........... .. 



( 4 ) Dalam melaksanakan tugasnya, 17m Pelaksana Lelang lingkat 
Kelurahan sebagalmana dfmaksud pada ayat ( 1 ) bertanggungjawab 
kepada Tim Pengendall Kabupa,ten. 

Bagian kedua 

Sewa, Pinjam Pakal, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan 
Bangun Serah Guna 

Pasal 42 

( 1 ) Susunan lim Kabupaten atas.. keglatan· Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama 
Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik 
Pemerintah Daerah 01 Kelurahan di Ttngkat Kabupaten Semarang 
sebagaimana dlmaksud pasal ll, terdlrt dati : 
a. Sekretaris Daerah Kabu~aten Semarang : Penanggungjawb 
b. Aslsten Pemerlntahan Sekretarts Daerah Kabupaten : Ketua 

Semarang 
c. Kepala Bag!ari Tata Pemerlntahan Sekretariat : Wakil Ketua 

Daerah Kabupaten Semarang 
d. Kepala Subbaglan Pertanahan pada Bagian Tata : Sekretarls 

Pemerlntahan SekretarlatOaerah Kabupaten Semarang 
e. Kepala Subbaglan Bantuan liukum pada Baglan : Anggota 

Hukum Sekretarlat Daerah Kabupaten Semarang 
f. Kepala Subbaglan Inventarlsast dan Evaluasl pad a : Anggota 

Bagian Pengelolaan 3arang Daerah Sekret:ariat Daerat1 
Kabupaten Semarang 

g. Kepala Seksl Konservasl dan Rehabllltasl Hutan dan: Anggota 
Lahan pada Dl~as Pertanlan, Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Semarang , 

h. Kepala Seksi Akuntansl pada Olnas Pendapatan dan : Anggota 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupat~n Semarang 

i. Camat seternpat : Anggota 
j. Lurah setempat : Anggota 
k. Staf Bagian Tata Pe~erlntahan Sekretariat Dat;rah : Anggota 

Kabupaten Semarang 

( 2 ) Susunan 11m sebagaimana -dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupatl. 

( 3 ) Tugas 17m sebagalmana dlmaksud pad a ayat ( 1 ·) adalah : 

a. membantu tugas Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Tanah 
Millk Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal lnl Bupatf, berupa ; 

1. Membantu merumuskan -kebljakan pengelolaan tanah mlllk 
Pemerintah Daerah di Kelurahan. 

2. Membantu merumuskan kebljakan penggunaan dan pemanfaatan 
tanah mllik Pemerintah Daerah di Kelurahan. 

3. Membantu merumuskan penyusunan kebijakan pengamanan 
Tanah Mllik Pemerintah Daerah di Kelurahan. 

b. Membantu .......... . 



b. membantu tugas Pejabat Pengelola Tanah Milik Pernerintah Daerah 
DI Kelurahan dalam hal lnl Sekretarls Daerah, berupa : 
1. Melakukan penelltlan atas usulan · pennohorian pemanfaatan 

Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan. · 
2. Melakukan pengkajlan terhadap usulan permohonan 

pernanfaatan tanah mtllk Pemerihtah Daerah di Kelurahan. 
3. Memberlkan usulan, saran dan pertlmbangan terhadap 

permohonan pemanfaatan atas tanah milik Pememrintah Daerah 
di Kelurahan. 

4. Membantu pelaksanaan keglatan pemanfaatan Tanah Mlllk 
Pemerlntah Daerah di Kelurahan. 

5. Menglkutl koordlnasi dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah 
Millk Pemerlntah Daerah di Kelurahan. 

BAGIAN VIl 

PENGELOLAAN PENDAPATAN 

· Pasal 43 
' 

( l ) Hasil pendapatan daerah yang berasal darl lelang tahunan atas Tanah 
Mllik Pemerintah Daerah DI Kelurahan seluruhnya disetor ke Kas Umum 
Daerah Kabupaten Semarang. 

( 2 ) Blaya yang tlmbul sebagal aldbat darl pelaksanaan lelang Tanah Millk 
Pemerintah Daerah di Kelurahan dlbebankan pada APBD. 

Pasa1 44 

Hasil pendapatan daerah yang berasal darl Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, 
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna atas Tanah Millk Pemerfntah 
Daerah di Kelurahan, seluruhnya disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten 
Semarang. 

BAB VIII 

PENGAMANAN DAN PEMEUHARAAN 

Baglan Kesatu 

Pengamanan 

Pasal 45 

( 1 ) Pengelola tanah dan pengguna tanah Milik Pemerintah Daerah Di 
Kelurahan wajib melakukan pengamanan tanah yang berada dalam 
penguasaannya. 

( 2 ) Pengamanan tanah sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1 ) meliputi 
pengamanan admlnistrasl, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. 

Pasal 46 

Tanah Milik Pemerintah Daerah DI Kelurahan harus dlsertifikatkan atas 
nama Pemerintah Daerah. 

Pasal 47 

( 1 ) Bukti kepemililcan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 46 wajib 
disimpan dengan tertib dan aman. 

( 2 ) Penyimpanan ........... . 



( 2 ) Penyimpanan buktl kepemllikan sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1 ) 
dilakukan oleh Pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 
dalam hal Int Sekretarls Daerah. 

Baglan Kedua 
Pemellharaan 

Pasal48 
:, . 

( 1 ) Lurah selaku Pengguna Tanah Mlllk Pemerlntah Daerah DI Kelurahan 
bertanggungjawab atas pemellharaen Tanah Millk Pemerintah · Daerah Di 
Kelurahan yang ~a di bawah penguasaannya. 

( 2 ) Pemeliharaan sebagatmana dlmaksud .pada ayat .( 1 ) berpedoman 
pada ketentuan perundang-undangan yang ber1aku. 

( 3 ) Blaya pemellharaan Tanah M11lk Pemertntah Daerah Dl Keturahan 
dibebankan pada APBD. 

Pasal 49 

Lurah selaku Pengguna Tanah Mllik Pemerlntah Daerah DI Kelurahan wajib 
membuat daftar hasll pemeliharaan tanah yang berada dalam 
kewenangannya dan melaporkan daftar hasll pemeliharaan tanah tersebut 
kepada Sekretaris Daerah selakti Pengelola Tanah Millk Pemerintah Daerah di 
Kelurahan secara berkala. 

BAB IX 

.PENILAIAN 

Pasal 50 

Penilalan Tanah Milik Pemerlntah Daerah Di Kelurahan dilakukan dalam 
rangka pemanfaatan dan pemlndahtanganan. 

Pasal 51 

( 1 ) Penllaian atas Tanah Mlllk Pemerlntah Daerah Di Kelurahan dalam 
\ 

rangka pemanfaatan atau pemlndahtanganan dilakukan oleh Penilal 
Internal yang ditetapkan oleh Bupatl dan dapat melibatkan penilai 
ekstemal yang ditetapkan oleh Bupatl. 

( 2 ) Penllalan Tanah Millk Pemerlntah Daerah DI Kelurahari sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ): dllaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar 
dengan estimasi terendah:menggunakan Nllai Jual Obyek Pajak. 

,· 

~x 
r; 

AllH FUNGSI 

Baglan Kesatu 

Bentuk-bentuk dan Persetujuan 

Pasal52 

Tanah milik Pemerintah Daerah di 
penggunaannya untuk kepentlngan 
penyelenggaraan fungsl pemerintahan 
fungsi Pemerintahan Daerah. . 

Pasal 53 

Kelurahan dapat dialihfungslkan 
umum masyarakat Kelurahan, 
Kelurahan dan penyelenggaraan 

··. 

Alih Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 antara lain untuk : 

a. makam ...... 



I, 

l. 

;.. 

/' 

a. makam umum; 

b. lapangan olah raga; 
c. sarana pendukung pe~ksanaan tugas pokok dan fungs1 Pemerintah 

Kelurahan; 
d. sarana pendldlkan yang dlselenggarakan oleh Pemerfntah Daerah; 
e. sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsl Pemerintah 

Daerah. 
Pasal 54 

Alih fungsl tanah millk P.emertntah Daerah di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 dapat dllaksanakan dengan pertimbangan bahwa 
kebutuhan lahan tanah untuk kepentlngan sebagalmana dlmaksud dalam 
Pasal 52 sudah sangat mendesak dan tldak tersedia lahan lain. 

PasalSS 

Alih fungsl sebagatmana dlmaksud dalarri P~sal 52 dan Pasal 53 
diprlortraskan atas tanah-tanah mlltk Pemerlntah Daerah di Kelurahan yang 
tidak produktif. 

Bagian Kedua 

Tatacara Alih Fungsi 

Pasal 56 

Tata cara Alih Fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan : 
a. pemohon dalam hal lnl Lurah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah mengajukan permohonan Allh Fungsl tanah kepada Pengelola 
tanah millk Pemerlntah Daerah dl Kelurahan dalam hal lni Sekretarls 
Daerah Kabupaten Semarang; 

b. Sekretaris Daerah memerlntahkan lim Alih Fungsl dan/atau 
Pemindahtanganan atas tanah millk Pemerintah Daerah di Kelurahan Se 
Kabupaten Semarang untuk membahas dan mengkaji permohonan alih 
fungsi dimaksud; 

c. 17m Kabupaten sebagalmana tersebut huruf b dlatcis, menelltl dan 
mengkajl alasan dan pertlmbangan permohonan Allh Fungsl tersebut darl 
aspek tekn\s, ekonomls dan yuridls; 

d. hasil pengkajian dan pembahasan Tim Kabupaten dituangkan dalam 
Berita Acara dan selanjutnya dllat)Orkan kepada Sekretarls Daerah selaku 
Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan; 

e. setelah mempertlmbangkan kajlan dan masukan darl Tim Kabupaten, 
s~kretaris Daerah memohon rekomendasl persetujuan dart Bupatl; 

f. alih Fungsi tanah millk Pemerintah Daerah di Kelurahan dilakukan oleh 
Pengelola tanah · mllik Pemerintah Daerah di Kelurahan setelah mendapat 
persetujuan darl Bupatl. 

Pasal 57 

( 1 ) Pelaksanaan proses allh fungsi atas tanah millk Pemerintah Daerah di 
Kelurahan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 52, Sekretarls Daerah 
selaku Pejabat Pengelola tanah mlllk Pemerlritah Daerah di Kelurahan 
dlbantu oleh Tim Allh Fungsl atas Tanah milik Pemerintah · Daerah di 
Kelurahan Se Kabupaten Semarang 

( 2 ) Alih Fungsi ........ . 



( 2 ) Alih Fungsi atas tanah Millk Pemerintah Daerah Di Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) juga dilaksanakan oleh 
pengelola barang dengan . mengikutsertakari Pemerintah Kelurahan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

BAB XI 

PEMINDAHTANGANAN 
Baglan Kesatu 

Bentuk-bentuk Dan Persetujuan 

Pasal 58 

( 1 ) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau 
penyerahan hak atas tanah milik Pemerlntah Daerah di Kelurahan, baik 
yang telah bersertifikat maupun be\um, dapat diproses dengan 
pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara 
pelepasan atau pemlndahtanganan yaltu : 

a. Pelepasan dengan pembayaran gantl rug! atau dljual ; dan 

b. Petepasan dengan tukar menukar atau ruislagh atau tukar guling 

( 2 ) Bentuk-bentuk pemlndahtanganan Tanah MiHk Pemerintah Daerah Di 
Kelurahan mellputl : 

a. penjualan; 

b. tuk.ar-menukar. 

Pasal 59 

( 1 ) Pemindahtang:=.man Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan 
dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. 

( 2 ) Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak memerlukan persetujuan 
DPRD, apabila : 
a. sudah tidak sesual dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 

b. dipenmtukkan bagi Pegawai Negeri; 

c. diperuntukkan bagi kepentlngan umum; 
d. dikuasal oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

memoeroleh kekuatan hukum tetap dan / atau berdasarkan 
ketentuan peraturan penmdang-undangan, atau jika status 
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomls. 

Pasal 60 

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat ( 1 ) diajukan oleh Eupatl. 

Pasal 61 

Pemindahtanganan Tanah Mllik Pemerintah Daerah Di Kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat ( 1 ) dilakukan oleh pengelola 
Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 

Pasal 62 ................. . 



Pasal 62 

Untuk membantu pelaksanaan pemindahtanganan tanah mllik Pemerintah 
Daerah di kelurahan dibentuk Tim Pemlndahtanganan tanah milik Pemerintah 
Daerah di Kelurahan. 

Bagian Kedua 

Penjualan 

Pasal 63 

( 1 ) Penjualan Tanah Milik . Pemertntah Daerah Di Kelurahan dilaksanakan 
dengar:, pertimbangan : 

a. untuk optlmalisasl Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan yang 
berlebih atau Idle; 

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan 
Kelurnhan apahila di!ual; 

c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

( 2 ) Penjualan Tanah Milik Pemerlntah Daerah Di Kelurahan dilakukan secara 
lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu dilakukan secara langsung 

Pasal 64 

Penjualan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dilaksanakan oleh 
Pengelola tanah Milik Pemerlntah Daerah Di Kelurahan setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

Pasal 65 

( 1 ) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan 
ketentuan sebagal berikut : 
a. Pengguna tanah mHlk Pemerint:ah Daerah DI Kelurahan rnengajukan 

· usu I penjualan kt::pada Sekretaris Daerah selaku pengelola tan ah 
milik Pemerintah Daerah di Kelurahan; 

b. Sekretarls Daerah selaku PengelC'la tanah millk Pemerintah Daerah di 
Kelurahan, meneliti dan mengkaji usul penjualan yang dlajukan oleh 
pengguna tanah milik pemerin~h daearah di Kelurahan sesuai 
dengan kewenangannya; 

c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Tanah milik Pemerintah Daerah 
di Kelurahan mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak 
menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna tanah 
rnilik Pernerintah Daerah di Kelurahan dalam bat.as kewenangannya; 

d. untuk penjJalan - yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, 
Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah di 
Kelurahan mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan 
atas usulan dlmaksud. . · 

( 2 ) Penerbitan persetujuan pelaksananan oleh Sekretaris Daerah selaku 
Pengelola tanah milik Pemerlntah Daerah di kelurahan untuk penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dilakukan setelah 
mendapat persetujuan Bupatl atau DPRD. 

( 3 ) Hasil penjualan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan disetor 
seluruhnya ke re~ening kas umum daerah sebagal penerimaan daerah. 

Baglan Ketiga ........ .. 



Bagian Ketiga 

Tukar menukar 

Pasal 66 

( 1 ) Tukar menukar Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan 
dilaksanakan dengan pertlmbangan : 
a. untuk memenuhl kebutuhan operasional penyelenggaraan 

pemerintahan; 
b. untuk optirnalisasi tanah millk Pemerintah Daerah di Kelurahan; 

c. tidak tersedla dana dalam APBD; atau 
d. disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan rencana tata 

ruang kota atau rencana tata ruang wilayah. 

( 2 ) Tukar menukar Tanah Mllik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dapat 
dilakukan dengan pihak : 

a. pemerintah pusat; 

b. antar pemerintah daerah; 

c. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik 
pemerintah lainnya; · 

d. swasta atau perorangan. 

Pasal67 

Tukar menukar tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 66 ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

a. prinsip senilai antara tanah millk Pemerintah Daerah di Kelurahan yang 
diiepas dengan tanah penggantl; 

b. tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan aspek teknis, 
ekonomis dan yuridis; 

c. tukar menukar dilal<sanakan melalui proses persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 
dilakukan tanpa persetujuan DPRD; 

d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan dalam melaksanakan tukar menukar tanah berpedoman pada 
persetujuan Bupati; 

e. pelaksanaan . serah terima tanah dan / atau pelepasan tanah dituangkan 
dalam Berita Acara Serah Terima. 

Pasal 68 

Tata cara Tukar menukar tanah : 

a. Sekretaris Daerah sel:aku Pengelola tanah milik Pemerintah Daeral1 di 
Kelurahan mengajukan usul tukar menukar tanah kepada Bupati disertai 
alasan atau pertimbangan, dan kelengkapan data; · 

b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan atau pertimbangan perlunya tukar 
menukar tanah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 

c. apablla memenuhi syarat sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan 
untuk rnenyetujui dan menetapkan tanah yang akan dipertukarkan; 

d. tukar menukar ...... 

L 



I 
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d. tukar menukar tanah . dilaksanakan melalul proses dan persetujuan 
dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 59 ayat ( 1 ) dan ayat 
( 2 ) serta Pasal 60; · 

e. Pengelola tanah milik Pemenr1tah Daerah di Kelurahan melaksanakan 
tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; 

f. setelah mendapat persetujuan dari DPRD atas tukar menukar tanah 
yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Surat 
Keputusan persetujuan tukar menukar tanah milik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan; 

g. Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola tanah milik Pemerintah 
Daerah di Kelurahan dapat memproses pelaksanaan tukar menukar 
tanah, setelah terblt Keputusan Bupati tentang · Persetujuan tukar 
menukar tanah sebagalmana dlmaksud dalarn huruf f. 

Baglan Keempat 

Susunan dan Tugas lim Alih Fungsl dan/atau Pemindahtanganan atas tanah 
milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang. 

Pasal 69 

( 1) Susunan lim Alih Fungsl dan/atau Pemindahtanganan atas tanah milik 
Pemerintah Daerah di Kelurahan Se l<abupaten Semarang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 _dan 62, terdiri dari : 

a. Sekretarls Daerah Kabupaten Semarang 
b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah 

Kabupaten Semarang 
c. Kepala Bagian Tata·Pemerlntahan Sekretariat 

Daerah KabupatenSemarang 

: Penanggungjawab 
: Ketua 

: Wakil Ketua 

d. Kepala Subbaglan Pertanahan pada Bagian Tnta : Sekretaris 
Pemerintahan Sekretarlat Daerah Kabupaten Semarang 

e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Anggota 
Kabupaten Semarang · 

f. Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan 
Kebersihan Kabupaten Semarang 

g. Kepala Dinas Pertanlan, Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Semarang 

: Anggota 

: Anggota 

h. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang : Anggota 
i. Kepala Bagian Hukum Sekretarlat Daerah Kabupaten : Anggota 

Semarang 

j, Kepala Bagian Pengelo@an Barang Daerah Sekretarait : Anggota 
Daerah Kabupaten Semarang 

k. Camat setempat 
I, Lurah setempat 
m. Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang 

: Anggota 
: Anggota 
: Anggota 

( 2 ) Tugas Ttm sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah membantu 
tugas Bupatl selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang 
Milik Pemerlntah Daerah dan membantu tugas Sekretarls Daerah selaku 
Pejabat Pengelola Tanah Mlllk Pemerlntah Daerah di Kelurahan dalam 
k . ' egIatan: · 

a. Alih Fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan, yaitu : 

1. Melakuklan ........ . 



1. Melakukan pengkajian atas permohonan alih fungsi. 
2. Melakukan penlnjauan lokasl untuk mendapatkan data 

admlnlstrasi dan untuk mengetahui kondisi di lapangan tennasuk 
kesesualan dengan tata ruang wilayah. 

3. Melakukan pembahasan hasil peninjauan lokasi atas permohonan 
alih fungsl tanah mlllk Pemerlntah Daerah di Kelurahan. 

4. Memberlkan pertlmbangan teknls sesual dengan tugas pokok dan 
fungsinya atas pennohonan atih fungsi tanah milik P~memrintah 
Daerah di Kelurahan. 

b. Pernindahtanganan- atas tanah milik Pemerintah Daeratl di 
Kelurahan, yaitu : 
1. Melakukan lnventarisasl data tanah millk Pemerlntall Daerah di 

Kelurahan yang akan dlpindahtangankan dan calon tanah 
penggantlnya. 

2. Melakukan penlnjauan lokasi untuk mendapatkan data 
admlnistrasi dan mengetahui kondisi di lapangan termasuk 
kesesuaian dengan tata ruang wilayah atas tanah millk 
Pemerintah Daerah di kelurahan yang . dimohon 
dipindahtangankan dan calon tanah penggantinya. 

3. Membantu melakukan penaksiran harga atas tanah millk 
Pemerintah Daerah di Kelurahan yang akan dlpindahtangankan 
dengan ketentuan sebagal berlkut : 

a) apabila tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan tersebut 
dengan cara dijual kepada plhak ketlga atau pemohon, maka 
uang · yang dlterima oleh Pemerintah Dae rah harus senllai 
dengan harga tanah tersebut. 

b) apablla tanah mlllk Pemerlntah Daerah di Kelurahan tersebut 
dimohon oleh Pihak Ketiga dengan cara tukar menukar, maka 
Pemerintah Daerah Semarang harus mendapatkan tanah 
pengganti yang senilal dengan tanah milik Pemerintah Daerah 
di Kelurahan yang akan dllepaskan. 

4. Membantu melakukan pena~lran harga calon tan ah penggantl 
yang disediakan oleh plhak ketiga atau pemohon. 

5. Dalam melakukan penakslran harga tanah dan perhitungan 
perkiraan nllal tanah, Tim mengacu dan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 
mempert:imbangkan Nila! Jual Obyek Pajak ( NJOP ) dan harga 
pasaran umum setempat. 

6. Penllalan dan / at:au penaksiran nilal tanah sebagaimana 
dimaksud pada angka 5 dapat melibatkan penilal independen 
yang sudah mendapat llsensi darl lembaga yang berwenang. 

7. Meiakukan pembah~san hasll penlnjauan rokasl dan hasll 
penakslran harga tanah, baik tanah milik Pernerintah Daerah di 
kelurahan maupun calon tanah penggantL 

8. Member1kan pertlmbangan teknls, ekonomls dan yuridis perihal 
pemindahtanganan tanah mllik Pemerintah Daerah di Kelurahan. 

BAB XII ..................... .. 



BAB XII 

PENATAUSAHAAN 
Bagian Kesatu 

Pembukuan 

Pasal 70 

( 1 ) Lurah selaku Pengguna tanah millk Pemerintah Daerah di Kelurahan 
harus melakukan pendaftara11 dan pencatatan atas tanah Mllik 
Pemerintah Daerah Di Kelurahan . ke dalam Daftar Barang Pengguna 
( DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

( 2 ) Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan melakukan pendaftaran dan pencatatan tanah . tan ah milik 
Pemerintah Daerah DI Kelurahan . dalam Daftar Barang Milik Daerah 
menurut penggolongan barang dan kodeftkasl barang. 

Pasal 71 

Sekretaris Daerati selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan tiarus menyimpan dokumen kepemilikan tanal, yang berada 
dalam pengelolaannya. 

Bagian Kedua 

Inventarlsasl 

Pasal 72 

( 1 ) Lurah selaku Pengguna tanah millk Pemerintah Daerah di Kelurahan 
melakukan inventarisasl tanah Mllik Pemerintah Daerah Di Kelurahan 
paling sedik.it seka\i dalam 5 ( nma ) tahun. 

( 2 ) Lurah selaku Pengguna tanah milik P1=merintah Daerah di Kelurahan 
menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l ) kepada Pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan paling lambat 3 ( tiga · ) bulan setelah selesainya 
inventarisasi. 

Pasal 73 

Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan menyusun Laporan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan 
semesteran dan tahunan. 

BAB XIII 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 74 

( l ) Lurah selaku Pengguna tanah Milik Pemerintah Daerah. Di Kelurahan 
melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, 
pernanfaatan, pemlndahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan 
pengamanan tanah Millk Pemerlntah Daerah Di Kelurahan yang berada 

· dibawah penguasaannya. . 

( 2 ) Lurah selaku Pengguna tanah Mllik Pemerintah · Daerah Di Kelurahan 
dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit 
tindak lanjut hasil pery,antauan dan penertiban sebagairnana dirnaksud 
pa<la ayat ( 1 ). · 

3.Lurah ........ . 



( 3 ) Lurah selaku Pengguna tanah Milik Pemerintah Daerah DI Kelurahan 
menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) · 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 75 

( 1 ) Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah Milik Pemerintah Daerah Di 
Kelurahan berwenang untuk melakukan pemantauan dan lnvcstlgasl 
atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dai1 pemindahtanganan 
tanah Milik F'emerintah Daerah DI Kelurahan dalam rangka penertiban 
penggunaan., pemanf~atan dan pemlndahtanganan barang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 

( 2 ) Pengelola tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dapat meminta 
aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan 
penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah milik 
Pemerintah Daerah di Kelurahan. 

( 3 ) Hasil audit sebagalmana dlmaksud padaa ayat ( 2 ) disampaikan kepada 
Pengelola tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan untuk 
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BAB YJV 

SANKSI DAN 1UNTUTAN GANTI RUG! 

Pasal 76 

( 1 ) Pemenang lelang tahunan tanah mllik Pemerintah Daerah di Kelurahan 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 
b dan Pasal 10 : 

a. dicabut haknya sebagal pemenang lelang; 

b. tidak dapat memohon kernball biaya pendaftaran, uang muka dan 
uang pelunasan yang sudah disetor. 

( 2 ) Pelanggaran terhadap pelaksanaan • kegiatan .. Sewa, . Pinjam Pakai, 
.. Kerjasarna Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna 

serta Pemindahtanganan atas tanah milik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan adalah : · 

a. pembatalan perjanjian dan pencabutan Serita aca·ra; 

b. tuntutan ganti rugl. 

Pasal 77 

( 1 ) Setiap kerugian daerah aklbat kelalaian, penyalabgunaan atau 
pelanggaran hukum ,qtas pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di 
Kelurahan disele:saikan melalul tuntutan ganti rugi .. sesual dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 

( 2 ) Setiap plhak yang mengaklbatkan keruglan daerah sebagalrnana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) dikenakan sanksi administratif dan / atau 
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan· peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. · 

. BAB 't::1/. . ............ . 
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BAB •x:v 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 78 

Tanah <mflik Pemerintah Kabupaten Semarang yang dikelola oleh Kelurahan, wajib 
. dilakukanJnventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya . 

BAB X:VI 

. KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 79 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka : 
1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tanah Milik 

Pemerintah Daerah Di Kelurahan (Serita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 
Nonfor 23) ·. 

2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tanah 
Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan (Serita Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2007 Nomor 36) . 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 80 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatan dalam Serita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 29-03-2010 

SEKRET ARIS DAERAH 
KABl:JPATEN SEMARANG 

CAP no 
WARNADI 

Ditetapkan di Ungaran 
pada .tanggal 29-03-2010 

WAKIL BUPATI SEMARANG, 

CAP TTD. 

Hj. sm AMBAR FATHONAH 

SERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 20 

. Diperbanyak 
$esuai denga aslinya 


